
WALIKOTA AMBON 
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON 
NOMOR^T&'J TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BADAN USAHA MILIK DESA BERPRESTASI 
PENERIMA BANTUAN STIMULAN

KOTA AMBON TAHUN 2019

Menimbang :

WALIKOTA AMBON,
a. bahwa Badan Usaha .Milik Desa (BUMDES) merupakan 

salah satu penggerak roda perekonoian masyarakat desa 
yang perlu mendapat perhatian dan terus dikembangkan 
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa;

b. bahwa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES), perlu diberi apresiasi dan penghargaan 
terhadap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) berprestasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputuan 
Walikota ten tang Penetapan Badan Usaha Milik Desa 
Berprestasi Penerima Bantuan Stimulan Kota Ambon Tahun 
2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam 
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 211 tentang Penangan 
Fakir Miskin (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang 
Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak 
Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 
30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 809);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3137);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui 
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5499) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

12. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 86);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Keija Kementerian Sosial;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengintergrasian Layanan Sosial Dasar 
Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 
321);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Menetapkan Badan Usaha Milik Desa Berprestasi Penerima 
Bantuan Stimulan Kota Ambon Tahun 2019.
Badan Usaha Milik Desa berprestasi sebagaimana dimaksud 
diktum KESATU adalah Bumdes Latta sebagai Bumdes 
berprestasi Kota Ambon Tahun 2019 yang perlu mendapat 
apresiasi dan penghargaan.
Apresiasi dan penghargaan sebagaimana dimaksud diktum 
KEDUA akan diberikan dalam bentuk bantuan dana stimulan 
sebesar Rp. 25.000.000,-.
Dana stimulan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA 
dibiayai melalui DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Maluku.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
2019

Tembusan kepada Yth:
1. Gubemur Maluku;
2. Sekretaris Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.


